
 

BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

1. Pada isi Kontrak Konstruksi isi dan pelaksanaan kontrak pembangunan 

antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa 

Tenggara Barat dengan PT. Brantas Abi Praya dalam Pelaksanaan kontrak 

pembangunan pengendali banjir kawasan Mandalika telah memenuhi 

Syarat Kontrak Konstruksi, yang di dalamnya terdapat Syarat Validitas, 

Syarat Waktu, Syarat Kelengkapan. Kemudian Kontrak Konstruksi juga 

telah menerapkan asas-asas dan prinsip yang berlaku pada Kontrak 

Konstruksi, serta tujuan kontrak konstruksi sudah dijabarkan dengan jelas 

pada kontrak. 

2. Pada lingkup proyek Pemerintah, Cuaca, tenaga kerja, dan desain 

merupakan tiga faktor utama yang mempunyai dampak signifikan terhadap 

hambatan proyek konstruksi. Ketika mempertimbangkan proyek swasta, 

ada tiga faktor utama yang secara signifikan mempengaruhi keterlambatan 

proyek konstruksi: kondisi cuaca, ketersediaan bahan, dan kendala 

keuangan. Ketentuan mengenai keterlambatan proyek konstruksi 

dituangkan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017. Berdasarkan 

undang-undang tersebut, penyedia jasa wajib menyelesaikan pekerjaannya 

sesuai parameter biaya, waktu, dan kualitas yang ditentukan. Kegagalan 

untuk memenuhi persyaratan ini dapat mengakibatkan kompensasi 

sebagaimana diatur dalam kontrak.  

 



 

B. SARAN 

1. Penyusunan Kontrak Kerja Konstruksi harus memuat acuan terhadap 

peraturan perundang-undangan terkait jasa dan kontrak konstruksi guna 

menjamin kepatuhan. 

2. Kontrak harus dengan jelas dan tegas menyatakan pilihan penyelesaian 

sengketa untuk menghindari kebingungan di masa depan. 
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